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PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR30TAHUN 2014

TENTANG

PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Dl KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

: a. bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu merupakan kebutuhan penting dan

mendasar bagi kehidupan masyarakat sehingga perlu pengaturan dalam

pendistribusiannya agar masyarakat dapat memperolehnya tepat waktu dan

tepat jumlah sesuai kebutuhan;

b. bahwa pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu jenis premium, solar,

dan minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Muna selama ini tidak tepat sasaran,

sehingga diperlukan langkah kongkrit dari Pemerintah Kabupaten untuk

melakukan pengawasan pendistribusian pada semua tingkatan dan jalur

distribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas,

•perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Pendistribusian Jenis

Bahan Bakar Minyak Tertentu di Kabupaten Muna.

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provlnsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan

Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011

tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2013

tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak

dan Gas Bumi;

15. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012

tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Jenis Tertentu;

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di

Sulawesi Tenggara;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi

Izin Mendirikan Usaha Depot Lokal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dan

Penyalur Bahan Bakar Minyak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN

BAKAR MINYAK TERTENTU DI KABUPATEN MUNA



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasail

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.

3. Bupati adalah Bupati Muna.

4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang diberikan kewenangan oleh Bupati membidangi urusan pertambangan

dan energi.

5. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM, adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

6. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu,

adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah
dicampurkan dengan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dengan jenis,
standar, mutu, harga, volume dan konsumen tertentu. Yang dimaksud Jenis BBM

Tertentu dalam Peraturan Bupati ini adalah solar, premium, dan minyak
tanah bersubsidi.

7. PendistribusianJenis BBM Tertentu adalah penyaluran Jenis BBM Tertentu mulai dari

Terminal BBM/Depot sampai ke masyarakat pengguna dengan persyaratan-
persyaratan tertentu.

8. Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu adalah pengawasan yang dilakukan

oleh instansi/pihak berwenang terhadap proses pendistribusian Jenis BBM Tertentu
dariTerminal BBM/Depot sampaike masyarakat pengguna.

9. Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentuyang selanjutnya disebut Tim

Pengawasan, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang ditetapkan dengan
K^utusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan

unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan tugas melakukan pengawasan

terhadap pendistribusian Jenis BBM Tertentu pada semua tingkatan dan jalur
distribusi melalui penerapan Kartu Kendali.

10. Tim Teknis Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang selanjutnya disebut
Tim Teknis Pengawasan, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait sesuai

kebutuhan dengan tugas melakukan pengawasan teknis dl lapangan yangdilakukan
secara selaras dengan tugas Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

11. PT. Pertamina (Persero) yang selanjutnya disebut Pertamina, adalah perusahaan
milik negara yang diberikan tugas untuk mengelola dan memproduksi minyak di
seluruh wilayah Indonesia dan menyediakan kebutuhan energi bahan bakar dan gas
untuk masyarakat Indonesia.

12. Terminal Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat TBBM atau dengan kata
lain disebut Depot, adalah tempat penimbunan dan penyaluran Jenis BBM Tertentu
yang dimiliki oleh Pertamina.

13. Penyalur adalah badan usaha yang telah mendapatkan rekomendasi/izin dari

Pemerintah untuk menyaluri<an Jenis BBM Tertentu yang terdiri dari Transportir,
SPBU, SPBN, SPDN, APMS, AMT, atau bentuk penyalur lainnya.

14. Transportir adalah lembaga penyalur Pertamina yang mengangkut dan

mendistribusikan Jenis BBM Tertentu dari TBBM/Depot ke lembaga penyalur lain
atau kepada pengguna.



15. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU, adalah
lembaga penyalur Pertamina yang mendistribuslkan Jenis BBM Tertentu kepada
pengguna umum.

16. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan yang selanjutnya disingkat SPBN, adalah
lembaga penyalur Pertamina yang mendistribuslkan Jenis BBM Tertentu kepada
masyarakat nelayan.

17. Solar Paket Dealer Nelayan yang selanjutnya disingkat SPDN, adalah lembaga
penyalur Pertamina yang mendistribuslkan Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi
kepada nelayan kecil.

18. /^en Premium dan Minyak Solar yang selanjutnya disingkat APMS, adalah lembaga
penyalur Pertamina yang mendistribuslkan Jenis BBM Tertentu jenis premium dan
solar bersubsidi kepada penggunayangbelumdijangkau oleh pelayananSPBU.

19. Agen Minyak Tanah yang selanjutnya disingkat AMT, adalah lembaga penyalur
Pertamina yang mendistribuslkan Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi
kepada masyarakat.

20. Pengguna adalah pihak-pihak yang menggunakan secara langsung Jenis BBM
Tertentu, baik atas nama perorangan maupun lembaga hukum (Pemerintah dan

swasta).

21. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang

digunakan di semua jenis jalan darat yang digerakan oleh peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan

roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bemnotor yang

dioperasikan di air.

22. Wadah lain adalah tempat yang digunakan untuk penampungan Jenis BBM

Tertentu selain tangki standar kendaraan bermotor motor yang merupakan

bawaan pabrik.

23. Kartu Kendall adalah kartu catatan pengisian Jenis BBM Tertentu mulai dari

lembaga penyalur sampai dengan pengguna.

BAB li

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN SASARAN PENGAWASAN PENDISTRiBUSIAN

JENIS BBM TERTENTU

Pasal2

Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu bertujuan untuk menghindari

terjadinya kelangkaan Jenis BBM Tertentu yang berdampak pada tidak terpenuhinya
kebutuhan masyarakat sebagai akibat pendistribuslannya yang tidak tepat sasaran.

Pasal3

Ruang lingkup pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu meliputi;

a. sosiallsasi pelaksanaan pengawasan;

b. pendataan lembaga penyalur pada semua tingkatan dan jalur distribusi yang
ada di daerah;

c. penyerahan Kartu Kendall kepada lembaga penyalur dan pengguna;

d. pengecekan stok Jenis BBM Tertentu pada tempat-tempat pengisian di setiap
lembaga penyalur;



e. pengendaiian pendistribusian Jenis BBM Tertentu melaiui penerapan Kartu

Kendali dalam penyaluran pada setiap lembaga penyalur dan pengguna;

f. evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 4

Sasaran pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dilaksanakan pada semua

tingkatan dan jalur distribusi, mulai dari Transportir, SPBU/SPBN/SPDN/APMS/

AMT/Pool Konsumen/Penyalur sampal ke masyarakat Pengguna.

BAB ill

KEWENANGAN PENGAWASAN PENOiSTRIBUSiAN JENIS BBIVI TERTENTU

Pasal5

(1) Bupati menetapkan perencanaan kuota Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhan

nnasyarakat di daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan terhadap

pendistribusiannya.

(2) Untuk kelancaran pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Bupati

nnembentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang

keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerlntah Daerah dan unsur terkait lainnya

sesuai kebutuhan dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pendistribusian

Jenis BBM Tertentu pada semua tingkatan dan jalur distribusi melaiui penerapan

Kartu Kendali.

(3) Bupati membentuk Tim Teknis Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait sesuai kebutuhan dengan

tugas melakukan pengawasan teknis di lapangan yang dilakukan secara selaras

dengan tugas Tim Pengawasan yang dibentuk Bupati.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan kewenangan
pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu pada ruang lingkup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan yang melekat pada masing-
masing tingkatan pemerintahan.

BAB IV

PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU

Bagian Kesatu

Peng^unaan Kartu Kendali

Pasal 6

(1) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi dilakukan

melaiui pendataan stok saat pengisian pada sasaran-sasaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium dan minyak tanah
bersubsidi dilakukan melaiui pendataan stok saat pengisian pada sasaran-sasaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) menggunakan instrumen Kartu Kendall dengan format isian

tertentu yang dalam pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak terkait sesuai

kewenangannya dalam proses pendistribusian Jenis BBM Tertentu.



(4) Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat yang

berwenang, selanjutnya didistribusikan ke Transportir, SPBU, SPBN,SPDN, APMS,

AMTdan Penyaiur serta Pen^na.

(5) Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan kepada pihak-

pihak yang berhak menerima yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang

setelah melalui penilaian yang obyektifbersama Tim Pengawasan.

Bagian Kedua

Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari TBBM/Depot ke Transportir

Pasal 7

(1) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari TBBM/Depot ke Transportir

menggunakan Kartu Kendali dengan format isian sebagaimana tercantum pada

Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(2) Setiap Transportir wajib memiliki Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan memperlihatkannya kepada petugas TBBM/Depot dan Tim Pengawasan

dan/atau Tim Teknis Pengawasan untuk dicatat dan disahkan saat melakukan

pengisian Jenis BBMTertentu.

(3) Dalam hal Kartu Kendali telah penuh terisi, Transportir melaporkan dan

menyerahkannya kepada Tim Pengawasan dan/atau TimTeknis Pengawasan untuk

selanjutnya diberikan Kartu Kendali yang baru.

(4) Kartu Kendali yang telah penuh terisi sebagaimana dimaksud ayat (3), akan
menjadi bahan perhitungan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan

dalam pembuatan rekapitulasi data bulanan pendistribusian Jenis BBM

Tertentu dari TBBM/Depot ke Transportir.

Bagian Ketiga

Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu

dari Transportir ke SPBU/SPBN/SPDN/APMS/AIVIT/Penyalur

Pasal8

(1) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari Transpotir ke

SPBU/SPBN/SPDN/APMS/AMT/Penyalur menggunakan Kartu Kendali dengan
format isian sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupatiini.

(2) Setiap SPBU/SPBN/SPDN/APMS/AMT/Penyalur wajib memiliki Kartu Kendali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperlihatkannya kepada Transportir

dan Tim Pengawasan dan/atau TimTeknisPengawasan untuk dicatat dan disahkan

saat melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu.

(3) Dalam hal Kartu Kendali telah penuh terisi, SPBU/SPBN/SPDN/APMS/AMT/

Penyaiur melaporkan dan menyerahkannya kepada Tim Pengawasan dan/atau Tim

Teknis Pengawasan, untuk selanjutnya diberikan Kartu Kendali yang baru.

(4) Kartu Kendali yang telah terisi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan

menjadi bahan perhitungan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan

dalam pembuatan rekapitulasi data bulanan pendistribusian Jenis BBM Tertentu

dari Transportir ke SPBU/SPBN /SPDN/APMS/AMT/Penyalur.



BABV

PERSYARATAN PENGGUNA DAN TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN

JENIS BBM TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis BBM Tertentu Jenis Solar Bersubsldi

Paragraf 1

Persayaratan Pengguna

Pasal9

(1) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi diperuntukan bagi:

a. usaha mikro;

b. usaha perikanan;

c. usaha pertanian

d. transportasi;

e. pelayanan unnum.

(2) Dikecualikan dari Pengguna Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Jenis BBM

Tertentu jenis solar bersubsidi.

(3) PendistribusianJenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi usaha mikro yang telah mendapat

rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha

mikro serta telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis

Pengawasan, dapat diberikan paling banyak 600 (enam ratus) liter/bulan/unit

usaha mikro.

(4) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi usaha perikanan yang telah mendapat

Tekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha

perikanan dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis

Pengawasan, dengan ketentuan:

a. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum

30 GT, diberikan paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/unit/bulan untuk

kegiatan penangkapan ikan;

b. pembudidayaan ikan kecil yang menggunakan sarana pembudidayaan ikan

untuk operasional pembenihan dan pembesaran, diberikan paling banyak

600 (enam ratus) liter/bulan/unit.

(5) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, diperuntukan bagi usaha pertanian yang telah mendapat

rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha

pertanian dan telah diverfikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis

Pengawasan, dengan ketentuan:

a. Petani yang menggunakan traktor roda 4 (empat) diberikan paling banyak

240 (dua ratus empat puluh) liter/unit/ha/musim tanam;

b. Petani yang menggunakan traktor roda 2 (dua) diberikan paling banyak 80

(delapan puluh) liter/unit/ha/musim tanam;

c. Petani yang menggunakan mesin penggiling padi diberikan paling banyak

20 (dua puluh) liter/unit/5 (lima) ton gabah kering giling.



(6) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukan bagi usaha transportasi yang

telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi transportasi dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau

Tim Teknis Pengawasan, dengan ketentuan:

a. sarana transportasi air {kendaraan bermotor) yang digunakan untuk Angkutan

Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) diberikan sesuai kebutuhan paling

banyak 1500 (seribu lima ratus) liter/unit/hari, dan untuk sarana angkutan

umum milik swasta dan sarana angkutan milik instansi Pemerintah serta milik

perorangan dengan kapasitas mesin maksimum 30 GT, diberikan sesuai

kebutuhan paling banyak 300 (tiga ratus) liter/unit/hari.

b. sarana angkutan darat (kendaraan bermotor) milik instansi

Pemerintah/swasta/perorangan, meliputi:

1. kendaraan bermotor roda 4 (empat) diberikan sesuai kebutuhan paling

banyak 40 (empat puluh) liter/unit/hari;

2. kendaraan bermotor roda 6 (enam) diberikan sesuai kebutuhan paling

banyak 90 (sembilan puluh) liter/unit/hari;

3. kendaraan bermotor roda 6 (enam) keatas diberikan sesuai kebutuhan paling

banyak 100 (seratus) liter/unit/ hari;

4. mobil Damri lintas Kabupaten diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 100

(seratus) liter/unit/hari;

5. kendaraan bermotor roda 4 (empat) lintas kabupaten diberikan sesuai

kebutuhan paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari;

6. kendaraan bermotor roda 6 (enam) keatas lintas kabupaten diberikan sesuai

kebutuhan paling banyak 100 (seratus) liter/unit/hari.

(7) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi sebagaimana dimaksud

pada ayat (I) huruf e diperuntukan bagi pelayanan umum yang telah mendapat

rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi

pelayanan umum dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis

Pengawasan, dengan ketentuan:

a. rumah sakit, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 600 (enam ratus)

liter/bulan/unit;

b. sarana pendidikan, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 (tiga ratus)

liter/bulan/unit;

c. sarana sosial, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 (tiga ratus)

liter bulan/unit;

d. kantor Pemerintah, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300

(tiga ratus) liter/bulan/unit.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Pendistribusian

Pasal 10

(1) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi dari

SPBU/SPBN /SPDN/APMS/Penyalur ke usaha mikro/usaha perikanan/usaha

pertanian/pelayanan umum menggunakan Kartu Kendali dengan format isian

sebagaimana tercantum pada Lampiran lll.a Peraturan Bupati ini.



(2) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi darl

SPBU/SPBN/ SPDN/APMS/Penyalur ke kendaraan bermotor aiat transportasi

air dan darat milik Pemerintah/swasta/perorangan nnenggunakan Kartu

Kendali dengan format isian sebagaimana tercantum pada Lampiran lll.b

Peraturan Bupati ini.

(3) Setiap pengguna wajib memiliki Kartu Kendali dan memperlihatkannya kepada

petugas SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur dan Tim Pengawasan dan/atau Tim

Teknis Pengawasan untuk dicatat dan disahkan pada saat melakukan pengisian

Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi.

(4) SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur tidak diperkenankan untuk mendistribusikan

Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi kepada Pengguna yang tidak memiliki

Kartu Kendali.

(5) Dalam hal Kartu Kendali yang digunakan oleh setiap Pengguna Jenis BBM

Tertentu jenis solar bersubsidi telah terisi penuh, segera melaporkannya

kepada SPBU/ SPBN/SPDN/APMS/Penyalur terdekat untuk ditukar dengan

Kartu Kendali yang baru dan Kartu Kendali tersebut oleh SPBU/SPBN/SPDN/

APMS/Penyalur disampaikan kepada Tim Pengawasan dan/atau Tim

Teknis Pengawasan.

(6) Kartu Kendali yang telah terisi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

akan menjadi bahan perhitungan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis

Pengawasan dalam pembuatan rekapitulasi data bulanan pendistribusian Jenis

BBM Tertentu jenis solar bersubsidi dari SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur

ke Pengguna.

Bagian Kedua

Jenis BBM Tertentu Jenis Premium Bersubsidi

Paragraf 1

Persyaratan Pengguna

Pasal 11

(1) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi diperuntukan

bagi:

a. usaha mikro;

b. usaha perikanan;

c. usaha pertani^n;
d. transportasi;

e. pelayanan umum.

(2) Dikecualikan dari Pengguna Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Jenis BBM

Tertentu jenis premium bersubsidi.

(3) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi usaha mikro yang telah

mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi usaha mikro serta telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan

dan/atau Tim Teknis Pengawasan, dapat diberikan paling banyak 600
(enam ratus) liter/bulan/unit.



(4) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan bagi usaha perikanan yang teiah

mendapat rekomendasi dari Kepaia Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi usaha perikanan dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan

dan/atau Tim Teknis Pengawasan, dengan ketentuan:

a. Neiayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran

maksimum 30 GT, diberikan paling banyak 25 (dua pufuh lima)

kilo liter/unit/bulan untuk kegiatan penangkapan ikan;

b. pembudidayaan ikan kecil yang menggunakan sarana pembudidayaan ikan

untuk operasional pembenihan dan pembesaran, diberikan paling banyak

600 (enam ratus) liter/bulan/unit.

(5) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukan bagi usaha pertanian yang telah

mendapat rekomendasi dari Kapala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi usaha pertanian dan telah diverflkasi oleh Tim Pengawasan

dan/atau TimTeknis Pengawasan, dengan ketentuan:

a. Petani yang menggunakan traktor roda 4 (empat), diberikan paling banyak

200 (dua ratus) liter/unit/ha/musim tanam;

b. Petani yang menggunakan traktor roda 2 (dua), diberikan paling banyak 80

(delapan puluh) liter/unit/ha/musim tanam;

c. Petani yang menggunakan mesin penggiling padi, diberikan paling banyak

20 (dua puluh) liter/unit/5 (lima) ton gabah kering giling.

(6) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukan bagi usaha transportasi yang

telah mendapat rekomendasi dari Kepaia Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi transportasi dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau

Tim Teknis Pengawasan, dengan ketentuan:

a. sarana transportasi air (kendaraan bermotor) yang digunakan untuk

Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) diberikan sesuai

kebutuhan paling banyak 1500 (seribu lima ratus) liter/unit/hari, dan untuk

sarana angkutan umum milik swasta dan sarana angkutan milik instansi

Pemerintah serta milik perorangan dengan kapasitas mesin maksimum

30 GT diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 (tiga ratus) liter/

unit/hari.

b. sarana transportasi darat (kendaraan bermotor) milik instansi

Pemerintah/swasta/perorangan:

1. kendaraan bermotor roda 2 (dua), diberikan sesuai kebutuhan paling

banyak 13 (tiga belas) liter/unit/hari;

2. kendaraan bermotor roda 4 (empat), diberikan sesuai kebutuhan paling

banyak 40 (empat puluh) liter/unit/hari;

3. kendaraan bermotor roda 6 (enam), diberikan sesuai kebutuhan paling

banyak 90 (sembilan puluh) liter/unit/hari;

4. kendaraan bermotor roda 6 (enam) keatas, diberikan sesuai kebutuhan

paling banyak 100 (seratus) liter/unit/ hari;

5. mobil Damri lintas kabupaten, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak

100 (seratus) liter/unit/hari;



6. kendaraan bermotor roda 4 (empat) lintas kabupaten, diberikan sesuai

kebutuhan paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari;

7. kendaraan bernnotor roda 6 (enam) keatas lintas kabupaten, diberikan

sesuai kebutuhan paling banyak 100 (seratus) liter/unit/hari.

(7) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) huruf d diperuntukan bagi pelayanan umum yang telah

mendapat rekomendasi dari Kepaia Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis

Pengawasan, dengan ketentuan:

a. rumah sakit, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 600 (enam ratus)

liter/bulan/unit;

b. sarana pendidikan, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300

(tiga ratus) liter/bulan/unit;

c. sarana sosial, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 (tiga ratus)

liter bulan/unit;

d. kantor Pemerintah, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300

(tiga ratus) literi/bulan/unit.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Pendistribusian

Pasal 12

(1) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi dari

SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur ke usaha mikro/usaha perikanan/usaha

pertanian/pelayanan umum menggunakan Kartu Kendali dengan format isian

sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.a Peraturan Bupati ini.

(2) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi dari

SPBU/SPBN/SPDN /APMS/Penyalur ke kendaraan bermotor alat transportasi

air dan darat milik Pemerlntah/swasta/perorangan menggunakan Kartu

Kendali dengan format isian sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.b

Peraturan Bupati ini.

(3) Setiap Pengguna wajib memiliki Kartu Kendali dan memperlihatkannya kepada

petugas SPBU/SPBN/SPDN/APMS/penyalur dan Tim Pengawasan dan/atau Tim

Teknis Pengawasan untuk dicatat dan disahkan pada saat melakukan pengisian

Jenis BBMTertentu jenis premium bersubsidi.

(4) SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur tidak diperkenankan untuk mendistribusikan

Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi kepada Pengguna yang tidak memiliki

Kartu Kendali.

(5) Dalam hal Kartu Kendali yang digunakan oleh setiap Pengguna Jenis BBM

Tertentu jenis premium bersubsidi telah terisi penuh, segera melaporkannya

kepada SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur terdekat untuk ditukar dengan

Kartu Kendali yang baru dan Kartu Kendali yang telah terisi dengan data

tersebut oleh SPBU/SPBN//SPDN/APMS/Penyalur disampaikan kepada Tim

Pengawasan dan/atau TimTeknis Pengawasan.



(6) Kartu Kendali yang telah terisi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan

menjadi bahan perhitungan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan

dalam pembuatan rekapitulasi data bulanan pendistribusian Jenis BBM Tertentu

jenis premium bersubsidi dariSPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur ke Pen^una.

Bagian Ketiga

Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Tanah Bersubsidi

Paragraf 1

Persyaratan Pen^una

Pasai13

(1) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi diperuntukar

bagi;

a. rumah tangga;

b. usaha mikro;

c. usaha perikanan.

(2) Dikecualikan dari Pengguna Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Jenis BBM

Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi.

(3) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan untuk memasak dan penerangan

sesuai kebutuhan.

(4) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan bagi usaha mikro sesuai kebutuhan.

(5) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukan untuk memasak dan penerangan di

perahu nelayan kecil sesuai kebutuhan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Pendistribusian

Pasal 14

(1) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi
dari AMT/Penyalur ke rumah tangga menggunakan Kartu Kendali dengan format
isiansebagaimana tercantum pada LampiranV.a Peraturan Bupati ini.

(2) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi

dari AMT/Penyalur ke usaha mikro/usaha perikanan menggunakan Kartu

Kendali dengan format isian sebagaimana tercantum pada Lampiran V.b

Peraturan Bupati ini.

(3) Setiap pengguna wajib memiliki Kartu Kendali dan memperlihatkannya kepada

petugas AMT/Penyalur dan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan
untuk dicatat dan disahkan pada saat melakukan pengisian Jenis BBM

Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi.

(4) AMT/Penyalur tidak diperkenankan untuk mendistribusikan Jenis BBM

Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi kepada Pengguna yang tidak memiliki

Kartu Kendali.



(5) Dalam hal Kartu Kendall yang digunakan oleh setiap pengguna minyak tanah

bersubsidi telah terisi penuh, segera meiaporkannya kepada AMT/Penyalur

terdekat untuk ditukar dengan Kartu Kendall yang baru dan Kartu Kendall yang

telah terisi dengan data tersebut oleh AMT/Penyalur disampaikan kepada Tinn

Pengawasan dan/atau TimTeknls Pengawasan.

(6) Kartu Kendall yang telah terisi penuh sebagainnana dimaksud pada

ayat (5), akan menjadl bahan perhitungan Tim Pengawasan dan/atau TimTeknls

Pengawasan dalam pembuatan rekapitulasi data bulanan pendlstribusian Jenis

BBM Tertentu jenIs minyak tanah bersubsidi darl AMT/Penyalur ke Pengguna.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN

JENIS BBM TERTENTU

Pasal 15

(1) Tim Teknls Pengawasan pada setiap bulan membuat rekapitulasi keseluruhan

data pendlstribusian Jenis BBM Tertentu sesuai data yang ada pada Kartu

Kendall dan disampaikan kepada Tim Pengawasan dengan format

sebagalmana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati inl dan

tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang.

(2) Tim Pengawasan dan Tim Teknis Pengawasan secara kontinyu senantiasa

melakukan monitoring perkembangan yang terjadi, baik melalui dokumen

laporan hasil pengawasan maupun pengamatan langsung di lapangan agar

permasalahan yang terjadi dapat dideteksl sejak dinl.

(3) Secara periodik Tim Pengawasan dan Tim Teknls Pengawasan melakukan

evaluasi terhadap hasil pengawasan pendlstribusian Jenis BBMTertentu paling

kurang 2 (dua) kali setahun.

(4) Tim Pengawasan dan Tim Teknis Pengawasan menyelenggarakan rapat koordinasi

paling 1 (satu) kalidalam setahun dengan melibatkan instansi terkait.

(5) Dalam hal hasil evaluasi terdapat Indikasi permasalahan teknls karena

ketidakjelasan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati inl yang

mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dapat

mempengaruhi kelancaran pendlstribusian Jenis BBM Tertentu, Ketua Tim

Pengawasan dapat membuat petunjuk teknis pelaksanaan.

(6) Masyarakat, pers dan organlsasi non Pemerintah berperan aktif melakukan

kontrol sosial atas pelaksanaan pengawasan pendlstribusian Jenis BBM

Tertentu di daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendlstribusian Jenis

BBM Tertentu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BABVltl

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

(1) Lembaga penyalur ditarang untuk mendfstribusikan Jenis BBM Tertentu setain

- kepada Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat

(1), dan Pasal 13 ayat (1).

(2) Setiap orang/badan hukum dilarang melakukan penyimpanan/penimbunan Jenis

BBM Tertentu tanpa rekomendasi/izin Pejabat yang berwenang.

(3) Setiap kegiatan usaha penjualan perorangan/pengecer Jenis BBM Tertentu

jenis premium dan solar bersubsidi tidak diperbolehkan untuk melakukan

penjualan sampai dengan radius 2 (dua) kilometer dari area SPBU.

(4) Setiap kendaraan bermotor dalam melakukan pengisian pada SPBU wajib

memenuhi standar bawaan pabrikan.

(5) Setiap lembaga Penyalur dan Pengguna yang melakukan pelanggaran atas

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan

sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Setiap orang/badan hukum dilarang melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu

dengan menggunakan wadah lain tanpa rekomendasi/izin Pejabat yang

berwenang.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Muna.

Oitetapkan di Raha

pada tanggal ( - f/-2014

BUPATI,MUNA,

Diundangkan di Raha

pada tanggal / -//- 2014

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

H. LM. BAHiMUDDIN
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LAMPiRAN IIPERATURAN BUPATIMUNA
NQMDR 30TAHUN2ai4
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDiSTRIBUSIAN JENiS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU Dl KABUPATEN HUNA

KARTU KENDALi PENGISIAN JENIS BBM TERTENTU DARITRANSPORTIR KE SPBU/SPBN/SPDN/APIi1S/AHT/PENYALUR

SPBU/SPBN/SPDN/APMS/PENYALUR
NDMOR REGISTRASI

LDKASI

Premium (kl) Saiar(kl) Minyak Tanah (kl) Pengesahan Petugas

No Hari/Tanggal Tim Pennawas
StokAwal Pengisian Bbpu StokAkhir StokAwal Pengisian Baru StokAkhir StokAwal Pengisian Baru StokAkhir Transportir

TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU KABUPATEN MUNA

KETUA.

- ^Z-

• i?6NG515- « --—i /f

PIMPINANUSAHA TRANSPORTIR

j- aB

BUPtfI HUNA.

H.LH.BAHARUDDIN

I



LAMPiRAN III.B PERATURAN BUPATIMUNA

NDM0R2>0 TAHUN20I4
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
OIKABUPATENMUNA

KARTU KENDALI

PENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU KHUSUS SOLAR BERSUBSIDI Dl

SPBU/SPBN/SPDN/APMS, PENYALUR BABI USAHA MIKRO/USAHA PERIKANAN/PEUYANAN UMUM/USAHA
PERTANIAN

Nama Usaha

Nama Pemilik

Jenis &Kapasitas Mesin
Jatah/Hari/Bulan/.

RekDmendasi Pejabat Berwewenang Kabupaten

Hari/Tanggal
Pembelian

Nama Lembaga
Penyalur

Nomor :Tgl/Bln/Thn:

Jumlah Pembelian (Liter)

Akumulasi yg Pengisian ^
Lalu Baru

TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU

KABUPATEN MUNA

KETUA,

PEMILIK USAHA

Pengesahan Petugas

Lembaga Tim Pengawas

Penyalur Kabupaten

BUPATtMUHA.
PARAP

KEPUTUSiN
ICGDROiWAS!
3'JPATI WIUNA

•; UM!T / SATUAH KERJA i PftRAF / T6L

BAf3!ftW HUKUM



LAMPIRAN lil.b PERATURAN BUPATIMUNA
NDMDRiO TAHUN2Di4
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAKTERTENTU
DIKABUPATENMUNA

PENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAKTERTENTU KHUSUS SQLAR BERSUBSIDI Dl
SPBU/SPBN/SPDN/APMS/PENYALUR BAGI KENDARAAN BERMOTDR ALAT TRANSPDRTASI MILIK

PEMERINTAH/SWASTA/PRIBADI

Nama Instansi/Usaha

Nama Pemilik

Nomnr Polisi Kendaraan

Spesifikasi Jenis Kendaraan
Jatah/Hari/Bulan/

Hari/Tanggal
Pembelian

Nama Lembaga
Penyalur

PETUGAS/TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BBMTERTENTU KABUPATEN MUNA

KETUA.

9AH'At-

Si'i ' •• • •

Jumlah Pembelian (liter)

Akumulasi yg Pengisian ^
Lalu Baru

Pengesahan Petugas

lembaga Tim Pengawas

Penyalur Kabupaten

PEMILIK KENDARAAN

BUPATI MUNA,



LAMPiRAN IV.B PERATURAN BUPATIMUNA

NaMDR3o TAHUNZOIA
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRiBUSiAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
DiKABUPATENMUNA

KAimiKENDAL)

PENGISIAN JENiS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU KHUSUS PREMIUM BERSUBSIDI Dl
SPBU/SPBN/SPDN/APMS, PENYALUR BAI3IUSAHA MIKRU/USAHA PERIKANAN/

PEUYANAN UMUM/USAHA PERTANIAN

Nama Usaha

Nama Pemilik

Jenis 5 Kapasitas Mesin
Jatah/Hari/Bulan/

Rekomendasi Pejabat Berwewenang Kabupaten

Hari/Tanggal
Pembelian

Nama Lembaga

Penyalur

Nomor/Tgl/Bln/Thn

Jumlah Pembelian (Liter)

Akumulasi yg Pengisian ^
Lalu Baru

Pengesahan Petugas

Lembaga Tim Pengawas

Penyalur Kabupaten

TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN

JENIS BBM eiENTU KABUPATEN MUNA

KETUA.

PEMILIK USAHA

I - PRRRP
I KEPUTUSRN
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BUPATI MUHA
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LAMPIRAN IV.b PERATURAN BUPAT1MUNA
NDMDR3d TAHUNZDI4
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
DIKABUPATENMUNA

PENGISIAMJENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU KHUSUS PREMIUM BERSUBSIDI Dl
SPBU/SPBN/SPON/APMS/PENYALUR BAGIKENDARAAN BERMOTOR AUT TRANSPORTASIMILIK

PEMERINTAH/SWASTA/PRIBADI

Nama Instansi/Usaha

Nama Pemilik

Nomor Polisi Kendaraan

Spesifikasi Jenis Kendaraan
Jatah/Hari/Bulan/

Hari/Tanggal

Pembelian

Nama Lembaga

Penyalur

Jumlah Pembelian (liter)

Akumulasi yg Pengisian ^
Lalu Baru

Pengesahan Petugas

lembaga Tim Pengawas

Penyalur Kabupaten

PETUGAS/llM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BBM TERTENTU KABUPATEN MUNA

KETUA.

PEMILIK KENDARAAN
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LAMPIRAN V.a PERATURAN BUPATIMUNA
NOMDR k TAHUN2DI4
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
OIKABUPATENMUNA

KARTUKENDALI

PENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU KHUSUS MINYAK TANAH BERSUBSIOI 01 AMT/
PENYALURBAGIRUMAHTANGBA

Nama Penyalur
Nama Masyarakat
Jatah/Hari/Bulan/.,

Hari/Tanggal
Pembelian

Nama Lembaga
Penyalur

Jumlah Pembelian (liter)

Akumulasi yg Pengisian ^
Laiu Baru

Pengesahan Petugas

Lembaga Tim Pengawas
Penyalur Kabupaten

PETUGAS/TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BBM TERTENTU KABUPATEN MUNA

KETUA.

KEPALARUMAHTANGGA

BUPATI MUNA.

^V/IN

H.LM.BAjJW

:sKTDA'.'.r.:: munji



LAMPIRAN V.b PERATURAN BUPATIMUNA

NDMDR ^OTAHUNZOIA
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
DIKABUPATENMUNA

KARTUKENDALi

PENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAKTERTENTU KHUSUS MINYAKTANAH BERSUBSIDI Dl AMT/PENYALUR
BAGIUSAHA MIKRO/USAHA PERIKANAN

Nama Usaha :

Nama Pemilik :

Jatah/Hari/Bulan/ :

Rebmendasi Pejahat Berwewenang Kaupaten ;Nq/tgl/bln/thn

Hari/Tanggal

Pembelian

Nama Lembaga

Penyalur

Jumlah Pembelian (Liter)

Akumulasi yg Pengisian ^
Lalu Baru

Pengesahan Petugas

Lembaga Tim Pengawas
Penyalur Kabupaten

PETUGAS/TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN

JENIS BBM TERTENTU KABUPATEN MUNA

KETUA, -

PEMILIK USAHA

f KGCnnSfiSSE
< «5PyTu::.t.« -v^uha

s-/,TJAH i f 7Si. •

SErDA:t..-,3. i :!J 'A i Wly i
AS IST EN *11^

Ht-'KUV.

BUPATI MUNA,

H.LM.BAHARIIDDIN



UMPIRAN Vt PERATURAN BUPATIMUNA

NDMDR^ TAHUN2D14
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

DIKABUPATENMUNA

REKAPITULASI DATA PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU MULAIDARITRANSPDRTIR,
SPBU/SPBN/SPDN/APMS/AMT/PENYALUR SAMPAIKE PENB6UNA

Kabupaten
Bulan

Hari/Tanggal
Pembelian

Nama Lembaga
Penyalur

Jumlah Pembelian (Liter)

Akumulasi yg Pengisian ^
Lalu Baru

PETUGAS/TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN

JENIS BBMeTENTU KABUPATEN MUNA

KETUA,

pmur-- K':-' :

jiEPUTUSivN

UHIT 7 SATi'SM nri?: j5'^" / TSL
•^TETD AKA'i'J yOy

'
N i'iU'rvi".. _

PEMILIKUSAHA

Pengesaban Petugas

Lembaga Tim Pengawas

Penyalur Kabupaten

BUPATI MUNA.

.LM.BAHAiriiDDIN


